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Untuk mewujudkan sistem kerja instansi yang
andal dan akuntabel serta demi mendukung
terwujudnya reformasi birokrasi internal di
Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, kegiatan
pemantauan dan pelaporan pelaksanaan
program dan anggaran yang akuntabel menjadi
sangat penting. Hal ini dimaksudkan untuk
menjamin berjalannya pelaksanaan program
dan anggaran yang sesuai dengan rencana yang
ditetapkan. Oleh karena itu, para Pimpinan di
Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah diharapkan
dapat melaksanakan kegiatan pemantauan dan
pelaporan atas pelaksanaan program dan
anggaran di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
dapat tercapai.

Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Data
Kinerja ini diharapkan  dapat  membantu 
 Pimpinan  di  Balai  Bahasa Provinsi Jawa

Tengah mewujudkan sistem pemantauan dan
pelaporan yang sistematis dan efektif.

Petunjuk pelaksanaan ini wajib digunakan
sebagai pedoman bagi Petugas Pelaporan

untuk melaksanakan pemantauan dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah pada tahun

anggaran 2023.

Semoga petunjuk pelaksanaan pengumpulan
data kinerja ini bermanfaat.

Ungaran, 3  Maret 2023
Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah,

Dr. Syarifuddin, M.Hum
NIP197402152005011001
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Petunjuk Pelaksanaan
Pengumpulan Data Kinerja di Balai
Bahasa Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023 ini dimaksudkan agar
menjadi pedoman dan acuan dalam
kegiatan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan
dan anggaran di Balai Bahasa
Provinsi Jawa Tengah.

MAKSUD

Menyediakan pedoman dan 
 acuan  pengumpulan data

kinerja bagi petugas pelaporan
di Balai Bahasa Provinsi

JawaTengah.
Memberikan  pemahaman  yang 

 sama  dan landasan koordinasi
bagi seluruh pegawai tentang

tata cara pemantauan, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan dan anggaran Balai
Bahasa Provinsi Jawa Tengah.

Mendukung  terwujudnya  tata 
 kelola  pelaksanaan kegiatan

dan anggaran yang akuntabel.

1.

2.

3.

 
 

TUJUAN

M
A

K
S

U
D

 D
A

N
 T

U
JU

A
N



DASAR HUKUM
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan,

Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;.

Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan

Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Penyusunan dan Penelaahan dan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Negara.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun

2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi.
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https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=3171


PETUGAS PELAPORAN

TUGAS

Melakukan pengisian  Dokumen

Perencanaan (Rencana Kinerja

Tahunan, Perjanjian Kinerja,

Rencana Aksi, Renstra) melalui

aplikasi   SPASIKITA  yang dapat

diakses pada

spasikita.kemendikbud.go.id.

1.
Melakukan   pengisian   aplikasi

Simproka  melalui aplikasi

SPASIKITA yang dapat diakses

pada spasikita.kemendikbud.go.id.
Pengisian target  output dan

komponen regular, capaian output

dan komponen regular, yang

dilakukan setiap bulan.

2.

Melakukan   pengisian

Pengukuran Kinerja  melalui

aplikasi SPASIKITA yang dapat

diakses pada

spasikita.kemendikbud.go.id.
Pengisian capaian IKK yang

tercantum pada PK, yang

dilakukan setiap triwulan. Aplikasi

ini bersinergi dengan aplikasi e-
Monev Bappenas.

3.

Menyusun laporan pelaksanaan

kegiatan dan realisasi

anggaran dengan format Evaluasi

Pelaksanaan Program dan

Anggaran (capaian IKK, capaian

RO, realisasi anggaran, prognosis,

kendala, dan strategi pencapaian).

4.

Menyusun Risk Register setiap

awal tahun, dan menyusun

Laporan Mitigasi Risiko setiap

triwulan.

5.
Mengordinasikan  implementasi 

 SAKIP  dan  mendokumentasikan 

 dokumen, serta data dukung

terkait penilaian SAKIP. Penilaian

SAKIP melalui aplikasi Spasikita

yang dapat diakses pada

spasikita.kemendikbud.go.id.

6.

Menyusun dan menyampaikan

Laporan Kinerja sesuai dengan

Jadwal pengumpulan Lakin satker

setiap tahun.

7.



PETUGAS PELAPORAN

TUGAS

Mengoordinasikan realisasi atas

RPA, PK, rencana aksi, dan

pembaruan data  MoLK  kepada

pimpinan  serta penanggung

jawab/pelaksana satkernya

masing-masing.

8.
Menyiapkan  bahan rapat evaluasi

pelaksanaan program dan

anggaran.

9.

Melakukan  koordinasi  dan  upaya  

pengoptimalan capaian Nilai

Kinerja Anggaran (NKA) satker

baik EKA maupun IKPA.

10.

Mengoordinasikan dan  

 melaporkan pelaksanaan

program dan  anggaran  pada 

 petugas  pendamping.

11.

Memua dokumen kinerja

didokumentasikan pada aplikasi

Spasikita yang dapat diakses pada

spasikita.kemendikbud.go.id.

12.



1.
Kepala  Satker  menunjuk  dan  mengajukan  nama
petugas pelaporan kepada Kepala Badan Bahasa.

2.
Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan tentang
pengangkatan petugas pelaporan di lingkungan Badan
Bahasa.

3.

Kepala Satker menerbitkan Surat Keputusan tentang
Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Lakin, dan
Surat Keputusan tentang Tim Reviu Internal.

4.
Petugas Pelaporan mengajukan RKT dan PK 2023 melalui
aplikasi Spasikita, yang merujuk pada Renstra Balai Bahasa
Provinsi Jawa Tengah.

5.
Petugas Pelaporan menyampaikan Rencana Aksi melalui
aplikasi Spasikita.

6.
Petugas Pelaporan menyampaikan Pengukuran Kinerja melalui
aplikasi Spasikita setiap triwulan.

7.
Petugas  Pelaporan melakukan pengisian aplikasi SIMPROKA
setiap akhir bulan melalui aplikasi Spasikita.

8.
Petugas Pelaporan memantau aplikasi SMART DJA  dan e-
Monev Bappenas setiap triwulan melalui aplikasi Spasikita.

MEKANISME
PENGUMPULAN DATA

KINERJA



9.
Petugas Pelaporan menyinkronkan aplikasi SAKTI dengan
data di aplikasi pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
lainnya.

10.
Petugas  Pelaporan  menyiapkan hasil  pelaksanaan kegiatan dan
anggaran menggunakan format pengukuran kinerja dan dikirim ke
petugas pendamping

11.

Data kinerja dikumpulkan oleh petugas pelaporan dari hasil
Laporan Ketua Kegiatan setiap bulannya (Capaian kinerja, progres
pelaksanaan kegiatan, kendala/permasalahan, dan strategi
pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan). Ketua Kegiatan
melaporkan kegiatan melalui tautan
http://ringkas.kemdikbud.go.id/pelaporan2023

12.
Petugas pelaporan menyusun Risk Register  tiap awal
tahun dan menyampaikan laporan Triwulan Mitigasi Risiko.

13.
Petugas  Pelaporan  melakukan  penyusunan  Lakin dengan
mengacu pada Pedoman Penyusunan Lakin dan hasil reviu Lakin
dari tim reviu internal.

14.

Petugas Pelaporan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
SAKIP di satker dan pengumpulan dokumen atau data dukung 
 yang  diperlukan untuk penilaian SAKIP dengan mengacu pada
Pedoman Penilaian SAKIP.

MEKANISME
PENGUMPULAN DATA

KINERJA



15.

Petugas Pelaporan melakukan koordinasi dengan pimpinan satker
dan penanggung jawab/pelaksana kegiatan, dan petugas
pendamping secara rutin minimal satu bulan sekali terkait:
a. evaluasi atas capaian target RPA, PK dan rencana
aksi;
b. rencana kegiatan bulan berikutnya untuk mendorongrealisasi
anggarandan fisik satker; dan
c. optimalisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA)satker baik dari nilai
EKA maupun dari nilai IKPA.

16.

Menyiapkan bahan rapat evaluasi pelaksanaan program dan
anggaran tingkat pimpinan antara lain mengenai:
a. Laporan realisasi anggaran dan fisik dengan B19 plus ditambah
dengan penjelasan progres pelaksanaan, kendala/permasalahan,
dan strategi pencapaian kegiatan;
b. Laporan   realisasi   target Perjanjian Kinerja  dibandingkan
dengan Rencana Aksi; dan
c. Rencana penyerapan anggaran dan capaian target anggaran,
dan prognosis penyerapan anggaran.

17.
Petugas   Pelaporan mendokumentasikan Data Kinerja ke aplikasi
Spasikita.

MEKANISME
PENGUMPULAN DATA

KINERJA



JANUARI, FEBRUARI, MARET

Penunujukkan Petugas
Pelaporan
Menyusun PK, RKT T+1
Menyusun Rencana Aksi
Menyusun Risk Register

1.

2.
3.
4.
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Menyusun laporan evaluasi
pelaksanaan program dan
anggaran
Mengisi  Simproka pada
aplikasi Spasikita
Memantau aplikasi SMART
DJA, e-Monev Bappenas, dan
realisasi anggaran di SAKTI

1.

2.

3.

MEI--JULI

Menyusun Laporan
Pengukuran Kinerja dan
mengisi pada aplikasi
Spasikita
Menyusun Mitigasi Risiko

1.

2.

SETIAP TRIWULAN

Melaksanakan, menyusun, dan
mengumpulkan dokumen
penilaian SAKIP satker

NOVEMBER

Menyusun draf Lakin dan
menyampaikan ke tim
pendamping untuk dilakukan
reviu

MINGGU KE-4 JANUARI T+1

Menyusun LAKIP satker dan
ditandatangani Kepala Satker
dan diunggah pada aplikasi
Spasikita



LAMPIRAN



SK TIM SAKIP 2023



SK TIM PENYUSUN
LAKIN 2023



SK TIM REVIU 2023



FORMAT RISK REGISTER



FORMAT RISK REGISTER



FORMAT LAPORAN EVALUASI
PELAKSANAAN ANGGARAN



FORMAT LAPORAN EVALUASI
PELAKSANAAN ANGGARAN



FORMAT PENGUMPULAN 
DATA KINERJA

http://ringkas.kemdikbud.go.id/pelaporan2023



APLIKASI SPASIKITA
https://spasikita.kemdikbud.go.id/




